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BUPATI LUWU TIMUR

PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 3 TAHUN
2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL
BUPATI,PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa
ketentuan perjalanan dinas, perlu dilakukan perubahan
terhadap peraturan mengenai Perjalanan Dinas Dalam
Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri dan
Pegawai Tidak Tetap;

.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalamn huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Dan
Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur;

.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang

Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);

.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286|;

.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400j;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5459); q



6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

«Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5568);

7.Undang-Undang Nomor 23 Tashun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5657);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 89);

14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomer 11); w
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15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati,
Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015
Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 3
TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

Pasgal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 Tahun
2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati,
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri
dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3) diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 9 dan angka 10 diubah sehingga
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yvang dimaksud dengan:

1.

Perjalanan Dinas dalam negeri vang selanjutnya disebut Perjalanan
Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan vang dilakukan
dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.

Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Luwu Timur.

Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten
Luwu Timur.

Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur.

Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang
telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri,
atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Pegawai tidak tetap atau Upah Jasa adalah Pegawai yang diangkat
untuk  jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas
pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional
dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
organisasi.

Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas
Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yvang
dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan
semula di dalam negeri.

Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD
adalah dokumen yang diterbitkan oieh Pengguna Anggaran/Kuasa
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Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas
bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Upah Jasa dan Pihak Lain.

10. Pelaksana SPPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Upah
Jasa yang melaksanakan Perjalanan Dinas.

11. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.

12. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti
pengeluaran yang sah.

13. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.

14. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan
Dinas,

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b diubah sehingga
Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan Surat Tugas vang
diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan atau pejabat vang
diberi wewenang, setelah mendapat persetujuan prinsip.

(2) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
berikut:

a. perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten Luwu Timur, untuk
pejabat Kepala SKPD dilakukan dengan persetujuan prinsip oleh
Bupati;

b. perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten Luwu Timur, untuk
pejabat eselon III, eselon IV, staf dan Upah Jasa dilakukan dengan
persetujuan prinsip secara tertulis dari Sekretaris Daerah atau
pejabat lain yang diberi wewenang; dan

c. perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur dilakukan
dengan persetujuan prinsip Kepala SKPD dan/atau pejabat satu
tingkat diatasnya bagi staf yang dipimpinnya.

(3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. bagi Kepala SKPD, Surat Tugas ditandatangani oleh Bupati atau
pejabat lain yang diberi wewenang.

b. bagi pejabat eselon III, eselon [V,staf dan Upah Jasa, Surat Tugas
ditandatangan oleh Kepala SKPD masing-masing.

(4) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar
penerbitan SPPD.

Ketentuan Pasal 3 ayat (4) hurul c, ayat (10) dan ayat (14) diubah
sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) terdiri dari:

a. uang harian;

b. biaya transpor;

c. biaya penginapan;

d. uang representasi;dan/atau

e. sewa kendaraan dalam Kota. m



(2)

(3)

(4)

(S)

()

(7)

Uang harian sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a terdiri
dari:

a. uang makan,;
b. uang transpor lokal; dan
c. uang saku.

Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan
sesuai jumlah hari yang tercantum dalam surat tugas yang
dibayarkan secara lumpsum dengan satuan biaya sebagaimana
tercantum dalam lampiran [ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai
berikut:

a. untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi, biaya transpor
bus dibayarkan sesuai biaya riill dengan besaran biaya
sebagaimana tercantum dalam lampiran V.A yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. apabila bukti biaya riil transpor sebagaimana dimaksud pada
huruf a tidak bisa diperoleh maka dibuatkan daftar pengeluaran
riil sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

c. untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi, selain biaya
transpor bus sebagaimana dimaksud pada huruf a juga diberikan
tambahan 2 (dua) kali biaya taxi yang dibayarkan sesuai biaya riil
dengan besaran biaya maksimal sebagaimana tercantum dalam
lampiran V.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini; dan

d. apabila bukti biaya riil taxi sebagaimana dimaksud pada huruf c
tidak bisa diperoleh maka dibuatkan daftar pengeluaran riil
sebagaimana tercantum dalam lampiran X, dan hanya dibayarkan
maksimal 50% dari besaran biaya taxi sebagaimana tercantum
daldm lampiran V.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

e. retribusi  yang dipungut di bandara keberangkatan dan
kepulangan dibayarkan sesuai biaya riil;

Untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dan Luar
Daerah Luar Provinsi, pelaksana SPPD juga dapat menggunakan
transpor udara di Sorowako.

Penggunaan transpor udara sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
harus memperoleh izin tertulis dari Bupati atau pejabat lain yang
diberi kewenangan.

Biaya Perjalanan Dinas yang menggunakan transpor udara
dibayarkan sesuai biaya riil berdasarkan bukti sah, namun dapat
dipanjarkan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) sebelum
berangkat melaksanakan Perjalanan Dinas dengan standar biaya
sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:

a. di hotel; atau
b. di tempat menginap lainnya. Qf



(9) Biaya Perjalanan Dinas yang menggunakan penginapan di hotel
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dibayarkan sesuai
biaya riil berdasarkan bukti sah, namun dapat dipanjarkan
maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) sebelum berangkat
melaksanakan Perjalanan Dinas dengan besaran biaya maksimal
sebagaimana tercantum dalam lampiran II.A dan lampiran [I.B vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(10) Khusus Pegawai Negeri pelaksana SPPD luar daerah dalam provinsi
dan luar daerah luar provinsi yang akan menginap di hotel terlebih
dahulu harus meminta surat keterangan yang menyatakan bahwa
Mess Pemerintah Kabupaten Luwu Timur penuh;

(11) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (8), berlaku ketentuan sebagai
berikut:

a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga
puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana
dalam lampiran IILA dan lampiran [I.B yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dibayarkan secara lumpsum.

(12) Bagi Pelaksana SPPD yang menginap di Mess Pemerintah Kabupaten
Luvwu Timur hanya mempertanggungjawabkan biaya retribusi sesuai
tarif yang berlaku dan tidak lagi diberi biaya penginapan sebesar
30% (tiga puluh persen).

(13) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl ¢
diberikan kurang 1 (satu) hari dari jumlah hari yvang tercantum
dalam Surat Tugas yang dibayarkan dengan biaya riil sesuai standar
biaya sebagaimana dalam lampiran II.LA dan lampiran II.B yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(14) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD,
Anggata DPRD dan Pejabat Eselon Il selama melakukan Perjalanan
Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah yang dibayarkan secara
lumpsum dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran
VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

(15) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e hanya diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk
keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.

(16) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) sudah
termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak
yang dibayarkan sesuai biaya riil sebagaimana tercantum dalam

+ lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(17) Biaya Perjalanan Dinas di luar wilayah Kabupaten Luwu Timur
dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dibayarkan paling lama 3
(tiga) hari dan di luar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dibayarkan
paling lama 5 (lima) hari kecuali ditentukan lain setelah mendapat
persetujuan dari pejabat yang berwenang.

(18) Perjalanan Dinas ke Kabupaten Luwu, Kota Palopo dan Kabupaten
Luwu Utara dibayarkan sesuai biaya riil pergi pulang paling lama 1
(satu) hari kecuali ditentukan lain oleh pejabat yvang berwenang dan‘?{
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diberikan uang harian sebagaimana tercantum dalam lampiran 1.B
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(19) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (18) vyang
dilaksanakan lebih dari 1 (satu) hari diberikan biaya penginapan
yang dibayarkan sesuai biaya riil dengan besaran sebagaimana
tercantum dalam lampiran IL.LB yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Bab VI diubah, Pasal 7 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus dan
ayat (3) diubah sehingga Bab VI Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
BIAYA PERJALANAN DINAS UPAH JASA
Pasal 7

(1) Upah Jasa yang melakukan Perjalanan Dinas diberikan biaya
Perjalanan Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

(2) dihapus.

(3) Khusus Upah Jasa yang ditugaskan sebagai Sopir di Mess
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang berada diluar wilayah
Kabupaten Luwu Timur diberikan biaya Perjalanan Dinas dengan
. besaran sama dengan uang harian Perjalanan Dinas dalam daerah
bagi Upah Jasa sebagaimana tercantum dalam lampiran [.C vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Mengubah lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan X sehingga
menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu

Timur. ?
STEMPEL PARAF KOORDINASI
GINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGA X

v DAN ASSET DAERAM KAB. LUWU TIMUK Ditetapkan di Malili
[T TELAM DI TRIZA FAF 5]  padatanggal,l April 2015
SEKDA | “" e BUPATI LUWU TIMUR,
[Rmsren —ae o
KABD L |  ANDIHATTAM.
KASUBAG / KASI |

Diundangkan di Malili
pada tanggal , 1 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,
gL " g

/’F’Y“L

BAHRI SULI
BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 8



LAMPIRAN |

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 8§ TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI
TIDAK TETAF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN LUWU TIMUR

I. A. UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

[dalam rupiakhj}

BLIPATI, FEJABAT PEJAHAT ]
WO PROVINS] SATUAN ﬂugiﬁlllim "‘"r?ﬂ%”" I-,E;-E.J::iﬁ: Fﬂlp;'ll}m Lb:ErI}UN ; n_ﬂ.LFgE: N
PIMPINAN GOLOMGAN GOLONGAN UPAH JASS
DPFRD I m

i1] (2 13 4) =] 1] [?‘i (8 9

1 | ACEH OH 360,000 360,000 350.000 340,000 320.000 300,000
2 | SBUMATERA UTARA OH 370.000 a70.000 360.000 350.000 330.000 310.000
3 | RIAU OH 370.000 370.000 360,000 350.000 330,000 310.000
4 | KEPULAUAN RIAU| OH 370.000 a70.000 360,000 350,000 330.000 310.000
5 |JAMBI OH 370.000 370,000 360,000 350.000 330.000 310000
6 | SUMATERA BARAT OH 380.000 380.000 370.000 360.000 340.000 320,000
T | SUMATERA SELATAN OH 380,000 380,000 370.000 360,000 340.000 320,000
B | LAMPUNG OH 380.000 280.000 370.000 360.000 340.000 320,000
9 | BENGKULU OH 380.000 380.000 370.000 360.000 340.000 320,000
10 | BANGKA BELITUNG OH 410.000 210.000 400 000 390 000 370 000 350 000
11 |BANTEN CH 370.000 370,000 360,000 350.000 330,000 310.000
12 | JAWA BARAT OH 430.000 430,000 420.000 410,000 390,000 370,000 |
13 | DKL JAKARTA OH 530.000 530,000 520.000 510,000 400,000 470,000
14 | JAWA TENGAH OH 370.000 370.000 360000 350,000 330.000 310,000
15 | D1 YOOYAKARTA OH 420,000 420.000 410.000 400.000 380,000 360 000
16 | JAWA TIMUR OH 410.000 410.000 400.000 390.000 370.000 350.000
17 | BALI OH 480.000 480,000 470.000 460.000 440,000 420.000
1% | NUSA TENGGARA BARAT OH 440,000 440,000 430.000 420,000 400.000 380.000
19 | NUSA TENGGARA TIMUR OH 430.000 430.000 420,000 410,000 300,000 370,000
20 | KALIMANTAN BARAT OH 380.000 380.000 370.000 360.000 340,000 320.000 |
21 | KALIMANTAN TEN#%AH OH 360,000 360.000 350,000 340.000 320,000 300.000
22 | KALIMANTAN SELATAN OH 380,000 3B0.000 370.000 360000 340 000 320.000
23 | KALIMANTAN TIMUR OH 430,000 430.000 420.000 410.000 390 000 370.000
24 | KALIMANTAN UTARA OH 430,000 430.000 420,000 410.000 390,000 370,000
25 | SULAWESI UTARA OH 370,000 370.000 360,000 150.000 330,000 210.000 -
26 | GORONTALO OH 370,000 370.000 360,000 350.000 330,000 310.000
27 | SULAWESI BARAT OH 410,000 410.000 400,000 390.000 370000 350.000
28 | SULAWESI TENGAH OH 370.000 370.000 360,000 350.000 330,000 310.000
29 | SULAWES| TENGGARA OH 380.000 380.000 370000 360.000 340,000 320,000
30 | MALUKU OH 380.000 380,000 370,000 360,000 340,000 320.000
31 | MALUKU UTARA o 430.000 430,000 420.000 410,000 390,000 A70.000
32 | PAPUA OH 580,000 580.000 570,000 560.000 540,000 520.000
33 | PAPUA BARAT aH 4B0.000 480.000 470,000 460.000 440, 000

420 000 %



I. B. UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

(dalam rumah)

BUPATI, PEJABAT PEJABAT !

No | WABUPATEN/ | yyryay | pupami Dan | ANGOOTA | PEaBAT | SN | ESUPR | ST

PIMPINAN COLONGAN GOLONGAN UPAH JASA

DPRD Iv ]

(1 (2} (3] ] (s) 6] (7 (8 19
1 MAKASSAR OH 430.000 430.000 420,000 400.000 380.000 360.000
2 GOWA OH 430,000 430.000 420,000 400,000 380,000 360000
a TAKALAR OH 430,000 430.000 420.000 400.000 AR0.000 | 360 000
4 JENEPONTO OH 430,000 430.000 420.000 400.000 380.000 | 360.000
5 BANTAENG OH 430,000 430,000 420,000 S00.000 380000 | 360.000
[0 BULUKUMBA OH 430,000 430000 420,000 S00.000 380,000 . 260 000
7 MAROSE OH 430,000 430.000 420,000 400,000 380,000 | 360 000
-] PANGKEP OH 430,000 430.000 420,000 400.000 380.000 360000
a BARRL OH 430,000 430.000 420.000 400.000 3B0.000 360.000
10 PARE-PARE OH 430,000 430,000 420,000 400000 380.000 360.000
11 PINRANG OH 430,000 430.000 420.000 400000 380,000 360,000
12 ENREKANG aH 430.000 A30.000 420,000 400,000 380,000 360,000
13 WASD OH 430,000 430,000 420.000 400,000 380.000 360.000
14 S0OPPENG OH 430,000 430,000 420.000 400000 IB0.000 360,000
15 BONE OH 430,000 430,000 420.000 400000 380.000 360,000
1] SINJAI OH 430.000 430.000 420.000 400.000 380,000 360,000
17 LUWL OH 430.000 430,000 420.000 400,000 380.000 360,000
i8 KOTA PALORO OH 430.000 430,000 420.000 400 000 380000 360.000
19 LUWLU UTARA OH 430000 430,000 420.000 400,000 | 380 000 360,000
20 TORAIA OH 430,000 430,000 420.000 400,000 380000 360.000
| TORASA UTARA OH 430.000 430,000 420,000 400,000 J80.00:0 360000
2 SELAYAR OH 430.000 430.000 420,000 400,000 3E0.000 360000




C. UANG HJ*.RI&N BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

{dalam rupiah)
B#Jf&?' PEJABAT | PEJABAT
BUPATI ANGGOTA PEJABAT ESELON ESELON GOLONGAN |
NO KECAMATAN SATUAN DAN DERD ESELON [T nI/ |"|p"||r I, I DAN
GOLONGAN | GOLONGAN | UPAH JASA
PIMPINAN 2 S
DFRD
(1) 2) {3 (%) (3) (B) (7} (8) 5
1 | BURAU OH 170,000 | 170000 | 150.000 130,000 120.000 110.000
2 | wotu OH 170,000 | 170.000 | 150.000 130.000 120,000 110.000
3 | Tomon OH 170,000 | 170.000 | 150.000 130.000 120,000 110.000
4 | TOMONI TIMUR OH 170,000 | 170.000 | 150.000 130.000 120.000 110.000
5 | MANGKUTANA OH 170.000 | 170.000 | 150.000 130,000 120.000 110.000
6 | KALAENA OH 170.000 | 170000 | 150.000 130.000 120,000 110.000
7 | ANGKONA OH 170000 | 170,000 | 150.000 130.000 120.000 110.000
MALILI (LEBIH 5 i
8 | KM DARIBATAS | OH 170.000 | 170000 | 150.000 130.000 120.000 110.000
KOTA)
9 | wASUPONDA OH 170.000 | 170.000 | 150.000 130.000 120,000 110.000
10 | TOWUTI oH 170.000 | 170.000 | 150.000 130,000 120.000 110.000
11 MNUHA OH 170,000 170,000 150.000 130,000 120,000 110,000

10




1. D. UANG HARIAN DIKLAT LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

(dalam rupiah)
NO PROVINSI SATUAN DIKLAT
(1) (2) (3) @
1 ACEH OH 110,000
2 SUMATERA UTARA OH 110.000
| 3 RIAU OH 110,000
Ir 4 KEFULAUAN RIAU OH 110,000
3 JAMEBI OH 110,000
G SUMATERA BARAT OH 110.000
T SUMATERA SELATAN QH 110.000
8 LAMPUNG OH 110.000
9 BENGKULU OH 110.000
10 BANGKA BELITUNG OH 120,000
11 BANTEN OH 11000k
12 JAWA BARAT OH 130,000
13 D.K.l. JAKARTA OH 160.000
14 JAWA TENGAH oH l ID.DCHT
15 DI ¥YOOGYAKARTA OH 130000
16 JAWA TIMUR | OH 120.000
17 BALI I OH 140.000
18 NUSA TENGGARA BARAT OH 1.30.000
19 NUSA TENGGARA TIMUR OH 130.000
20 KALIMANTAN BARAT OH 110.000
21 KALIMANTAN TENGAH OH 110,000
22 KALIMANTAN SELATAN CH 110.000
23 KALIMANTAN TIMUR OH 130.000
249 KALIMANTAN UTARA OH 1:30.000
25 SULAWESI UTARA OH 110,000
26 GORONTALO OH 110.000
27 SULAWES] BARAT OH 120.000 |
28 SULAWESI TENGAH OH 110.000
29 SULAWESI TENGGARA OH 110.000
30 MALUKU OH 110,000
31 MALUKU UTARA OH 130.000
32 PAPUA OH 170.000
a3 PAPUA BARAT OH 140.000

11



I. E. UANG HARIAN DIKLAT LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

(dalam rupiah)

NO | KABUPATEN f KOTA SATUAN DIKLAT

(1 {2 (3 (4

1 MAKASSAR OH 130.000

2 GOWA OH 130.000

3 TAKALAR OH 130,000
4 JENEPONTO OH 130.000 |
5 BANTAENG OH 130.000
6 BULUKUMBA OH 130,000
7 MAROS OH 130.000
B PANGKEP OH 130.000
9 BARRU OH 130,000
10 | PARE-PARE OH 130.000
11 | PINRANG OH 130,000
12 | ENREKANG OH 130,000
13 | WAJO OH 130.000
14 | SOPPENG OH 130.000
15 | BONE OH 130.000
16 | SINJal OH 130.000
17 | LUwu OH 1.30.000 |
18 | KOTA PALOPO OH 130,000 1
19 LUWU UTARA OH 130.000
20 | TORAJA OH 130,000 |
21 | TORAJA UTARA OH 130.000 |
22 SELAYAR OH 130.000

STEMPEL PARAF KOORDINASI

DINAS PENDAPATAM, PENGELOLAAN X1 ANCE

DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU 7o
TELAH D'PERI®A

!

i

w
T S

|s' ¥ z
r e e S

ASISTEN e
KADIS P
KABID 4
T KASUBAG / KASI —

BUPATI LUWU TIMUR,

Ly

ANDI HATTA M.
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMORg TAHUN 2015

TENTAN

FERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMURE

ILA. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI
{dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil dalam jabatan)

(dalam rupiah)
TARIF HOTEL B
BLUPATI, PEJABAT PEJABAT
MO PROVINS] WAKIL ANGGOTA PEJABAT ESELON ESELON GOLONGAN
BUFATI DAN BEa ESELON Y vy 1, [1 DAN
PIMFINAN ] GOLONGAN | GOLONGAN | UPAH JASA
DPRD v 1]
(1 (2) {3) 4 15) 1G] 7 i8)
1 | ACEH 1.908.000 1.608.000 | 1.308.000 1.080.000 410,000 370,000
2 | SUMATERA UTARA 1.814.000 1.514.000 | 1.214.000 703,000 505,000 310.000
3 |RIAU 1.768.000 1.468.000 | 1.168.000 868,000 450.000 380,000
4 | KEPULAUAN RIAU 1.885.000 | 1.585.000 | 1.285.000 650.000 502.000 280.000
5 |JAMBI 1.776.000 | 1.476.000 | 1.176.000 697.000 382.000 290,000
6 | SUMATERA BARAT 1.755.000 1.455.000 | 1.155.000 884,000 477.000 370.000
7 | SUMATERA SELATAN 1.828.000 1.528.000 | 1.228.000 605,000 514.000 | 310.000
a LAMPUNG 1.899.000 1.599.000 1.299.000 720,000 374,000 A56.000
9 | BENGKULU 1.300.000 1.000.000 790.000 712.000 599.000 510.000
10 | BANGKA BELITUNG 1.910.000 1.610.000 | 1.310.000 850,000 533.000 304000
11 [BANTEN 2.030.000 1.730,000 | 1.430.000 1.024.000 797.000 | 400.000
12 | JAWA BARAT . 2.353.000 2.000.000 1.733.000 949,000 515.000 463000
13 | D.K.L JAKARTA | 2.500.000 | 2200000 | 1.086.000 800,000 610.000 | 400,000 ;
14 | JAWA TENGAH | 2.076.000 1L.776.000 | 1.478.000 1.024.000 497.000 | 350.000
15 | D.I YOGYAKARTA 1.934.000 1.634.000 | 1.334.000 747,000 629,000 1 461.000
16 | JAWA TIMUR 1.959.000 1.659.000 | 1.359.000 841,000 490,000 | 329.000
17 | BALI 2410000 | 2.110.000 | 1.810.000 1.304,000 904,000 658,000
18 | NUSA TENGGARA BARAT 3332000 | 3.038.000 | 2.738.000 737.000 540,000 360.000
19 | NUSA TENGGARA TIMUR 1.600.000 1.300.000 | 1.000.000 700,000 662,000 400,000
20 | KALIMANTAN BARAT 1.730.000 1.430.000 | 1.130.000 866,000 430,000 | 361.000
21 | KALIMANTAN TENGAH 2.196.000 1.896.000 | 1.586.000 923.000 558.000 436000
22 | KALIMANTAN SELATAN 2,279.000 1.979.000 | 1.679.000 B16.000 500,000 379.000
23 | KALIMANTAN TIMUR 3.621.000 | 3.321.000 | 3.021.000 1.586.000 550,000 450000
24 | KALIMANTAN UTARA 3.621.000 | 3.321.000 | 3.021.000 1.586.000 550,000 450000
25 | SULAWESI UTARA 2.153.000 1.853.000 | 1.553.000 640,000 549,000 342.000
26 | GORONTALO 1.320.000 1.200.000 1.134.000 910.000 423.1’.‘!00_‘!_ 240.000
27 | SULAWESI BARAT 1.260.000 1.150.000 | 1.030.000 910,000 425.000 | 360 000
28 | SULAWESI TENGAH 1.898.000 1.598.000 | 1.298.000 894,000 493,000 389.000
29 | SULAWESI TENGGARA 1.850.000 | 1.350.000 | 1.070.000 802.000 488,000 420,000
30 | MALUKL 1.630.000 1.330.000 1.030.000 G30.000 245.000 414,000
31 | MALUKU UTARA 2,112.000 | 1.812.000 | 1.512.000 600.000 478.000 380.000
32 [FAPUA 2,268.000 | 1,968.000 | 1.668.000 754.000 460.000 414,000
33 | PAPUA BARAT 2,082.000 | 1.782.000 ( 1.482.000 976.000 798,000 370.000 I%



I.B. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI
(dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil dalam jabatan)

[dalam rupiah)
TARIF HOTEL (PER HARI)
KOTA / %Jﬂﬁf‘ PEJABAT PEJABAT
NO | kaBUPATEN BUPATI | ANGGOTA | PEJABAT Esﬁbﬂ i < ey
DAN DPRD | ESELONII : :
. GOLONGAN | GOLONGAN | UPAH JASA
DPRD
(1) 2) (3] (4} (5] (&) (7 8)
1 | MAKASSAR 2.000.000 | 1.700.000 | 1.400.000 968.000 539,000 378.000
2 | cowa 1.500.000 | 1.300.000 | 1.000.000 600.000 400.000 350.000
3 | TAKALAR 1,500.000 | 1.300.000 | 1,000,000 600.000 400,000 350.000
4 | JENEPONTO 1.500.000 | 1.300.000 | 1.000.000 600.000 400,000 350,000
5 | BANTAENG 1.500.000 | 1.300.000 | 1,000.000 600,000 400,000 350000 |
6 | BULUKUMBA 1.500.000 | 1.300.000 | 1.000.000 600,000 400.000 350.000
7 | MAROS 1.500.000 | 1.300.000 | 1.000.000 600,000 400.000 350.000
8 | PANGKEP 1.500.000 | 1.300.000 | 1.000.000 600,000 400.000 350.000
9 | BARRU 1.500.000 | 1.300.000 | 1.000.000 600.000 400,000 350.000
10 | PARE-PARE 1.500,000 | 1.300.000 | 1.000.000 600.000 400,000 350.000
11 | PINRANG 1.500.000 | 1.300.000 | 1.000.000 600,000 400.000 350.000
12 | ENREKANG 1.500.000 | 1.300,000 | 1.000.000 600,000 400.000 350.000
13 | waJo 1.500.000 | 1.300,000 | 1.000.000 600,000 400.000 350,000
14 | SOPPENG 1,500.000 | 1.300.000 | 1.000.000 600.000 400 000 150,000
15 | BONE 1.500.000 | 1.300.000 | 1.000.000 600.000 400.000 350.000
16 | SINJAI 1,500,000 | 1.300.000 | 1.000.000 600.000 400.000 | 350,000
17 | Luwu 1.500.000 | 1.300.000 | 1.000.000 600.000 400.000 350,000
18 | KOTA PALOPO 1.500.000 | 1.300.000 | 1.000.000  600.000 | 400.000 350,000
19 | LUWU UTARA 1.500.000 | 1.300.000 | 1.000.000 |  600.000 400.000 350,000
20 | TORAJA 1.500.000 | 1.300.000 | 1.000.000 600,000 400.000 350,000
21 | TORAJA UTARA 1.800.000 | 1.500.000 | 1.200.000 |  750.000 500.000 375.000
22 | SELAYAR 1.500.000 | 1.300.000 | 1.000.000 600.000 400.000 350.000
STEMPEL PARAF KOORDINASI

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANG/..
DAN ASSET DAERAH KAB., LUWVY TIM U i

TELAM DIpFERICSA PAF F
(SEKDA .
LASNTEN pniihomonsl

KADIS
KABID % 1
KASUBAG / KASI > |

BUPATI LUWU TIMUR,

O

ANDI HATTA M.
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LAMPIRAN 11

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR & TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG FERJALANAN DINAS

DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
FASILITAS TRANSPOR BAGI PELAKSANA SPPD
(biaya riil)
MODA TRANSPORTASI
NO PANGKAT /| GOLONGAN SRS T B e
UDARA LAUT API/BUS
(1) 2 3] 4] 15) (=1}
1 BUPATI, WAKIL BUPATI DAN BISNIS VIiP / EKSEKUTIF SESUA]
PIMPINAN DPRD KELAS T A KENYATAAN
4 SESUAI
2 ANGGOTA DPRD EKONOMI KELAS I B EKSEKUTIF KENYATAAN |
3 | PEJABAT ESELON 11 EKONOMI | KELASIB | EKSEKUTIF SESUAI
KENYATAAN
4 | ESELON IIl / GOLONGAN IV EKONOMI | KELAS Il A | EKSEKUTIF | , SESUAI
/ KENYATAAN
5 | ESELON IV / GOLONGAN Il EKONOMI | KELAS Il A | EKSEKUTIF | ,, SESUAl
[/ z KENYATAAN
& GOLONGAN L, 1 DAN UPAH JASA EKOQOMNOMI KELAS Il A EKSEKUTIF SESUAI
: KENYATAAN ﬂf
STEMPEL PARAF KOORDINASI

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGLY
OAN ASSET DAERAM KAS. LUWY TiNLx

-

TELAM DPERILSA [Fa 7]
8EKDA | (L
CTE—

KADIES | T
kaBo | ¢ 1
KASUBAG / KASI —

BUPATI LUWU TIMUR,

Cy_

ANDI HATTA M.
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LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI
TIDAK TETAFP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

TABEL JARAK KILOMETER DAN JUMLAH PEMAKAIAN BEM
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL (biaya riil)

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAL
DAN ASSET DAERAH MAB. LUWU TiMUn

L i . i =

o [FABUPATENIKOTA| JARAK | oy oy | MOTOR | H7oqs 2% 1", To0q 2" | o0 cc. | .00 ec | 3.200 cc
[LITER] [LITER} ILITER| ILITERI ILITERI

1  |Burau 65 130 T 16 18 21 28 b fe
ER | R B . ] ] T 19 24
4 i M-l:n'hs.m 5‘0 100 & 12 14 16 20 25
-.-f;- -- P e, ; -12 . M - - -] ¥ 1o 12 16
8 [vuma | [ s aa| A T T 19 2 e
I NN W . .| | A RO -
il NN A MR GO HORC | WO .
9 [Manalona % 80 160 i 20 23 E 1 an
LT T — DR WSS IR NS ASRRRL | OO ) WO
;I. 'l.:'m:;;;i_;n-n;;::___ i i 39 T8 5 9 11 13 o -__-I-E l;'i.
I? : Wl:iu:plh;dl.lhh ______ as| o - 5 _E 10 i 1 _I- o Jd-r . |.'.
N AR B S : : T B
14 |Madcasser | | e23| 1aes| | 55| 1vs| 207 249 311
15 [Mares | |  se3| 186 148 169 197 2t 29
16 |Pangkep | | si| aasa| | a2 el 190 228 285
17 [Bera 468 e 6| | ur| 133 13 187 224
18 |Pase-Pase 418 a3 ' 104 119 139 167 209
-1:-9-.-;;1:!';;5_-_ | 3-?5 -7 " ; '?E : 112 ; i 121 : .l."li 197
e N, UG PR B (B
T N BRI WO ¢ PG| M R M
B S e i B . S B T) M) WO
1-"-5--&::"\!;_ 635 ; il.-3.l'ﬂ : 7l 196 228 274 342
| 26 |Takalar | dam)l | aes| o]  ze|  zes] o]
“.?.:-"-. -J-;"n;p;l;_"-_"_-“- AT, :l'-E-'El _-;.551:-!‘ L80Q 217 206 304 380
| 28 [Bantaeng 75| 1.ss0 T 194 9| ma| | mwm]| @ e
29 |Bululumba 75| 1590 . e ser| @ ms| = W] @ v
EXC 300 10 S (R R
.13-I- Tl.n;.:[';;\ip I N 264 ___;;E-* M S '.";5 B& 1035 132
i? Tn'l'ldl Um I 252 -------- 5;—1- e -] T 93 112 140
£ -33- l hl-r;l;lmg- | .12{.]- 6'-“5 ----------- H l.'.'.l ------ 91 106 128 160
34 Masambs 120 ae] | se| 34 40 a8 &0
35 |Kots Palopo | Cama|  ses 1 ae| s2| 61| 74 %2
3& |Balopa 244 488 Bl &8 a1 o7 122
37 |Kelaka (Sultea) s20| 1os0| | ime| 0 e 173 208| 280
38 :mn 820 1.240 155 177 208 248 3o

-?‘i‘___h;-l;;;ulé\;m‘l;l _&-.?E- ““i.lza-r““"."" i ”"1.1-.:{ i . 182 i‘?l.':' . 228 . . 283 g

STEMPEL PARAF MOQRDINASI

TELAM MpERid e
SEKDA -

- it s

=

BUPHTI LUWU TIMUR,

—t o

N . ANDI HATTA M.

e I I'ﬁ




LAMPIRAN V

FPERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR B TAHUN 2015

TENTANG

FERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

V.A. BIAYA TRANSPOR UMUM DILUAR KABUPATEN (biaya riil)

(dalam rupiah)
KO KABUPATEN / KOTA [ BIAYA TRANSPOR
KECAMATAN UMUM (PP
1 Makassar 440.000
2 Maros 380.0; 5
3 Pangkep 370.000
4 | Bamu 350.000
3 Pare-Pare 330.000
G Pinrang 345.000
ik Sidrap 310,000
8 | Sengkang 330.000
9 Soppeng 350.000
10 Bone 380.000
11 | Sinjai 420,000
12 Gowa 450,000
13 Takalar 460,000
14 Jeneponto 470,000
15 Bantaeng 480,000
16 Bulukumba 490,000
I 17 Selayar 550.000
18 Tana Toraja 300,000
19 Toraja Utara 330,000
20 Enrekang 330.000
21 Masamba B0.000
22 Kota Palopo 100,000
23 Belopa 140,000
24 Kolaka [Sultra) 3000, 000
25 Poso, Morowali, Bungku [Sulteng) 4000, 000
26 Mamuju (Sulbar) 350.000
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V.B. BIAYA TAXI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI
(biaya riil)

(dalam rupiah)
NO PROVINSI SATUAN BIAYA (FF)
(1) [2) 13) | (%)
1 | ACEH Orang/Kali | 123,000
2 SUMATERA UTARA Orang/ Kali 232,000
3 |R1AU Orang/Kali 70,000
4 KEPULAUAN RIAU Orang/Kali 105.000
5 JAMBI Orang/Kali 128.000
o SUMATERA BARAT Orang/ Kali 192.000
T SUMATERA SELATAN COrang/ Kali 124,000
a8 LAMPUNG Crang/Kali 148000
g | BENGKULU Orang, Kali 92.000
10 | BANGKA BELITUNG Orang/Kali B6.000
11 | BANTEN Orang/ kali 320.000 |
12 | JAWA BARAT Orang/ Kali 118.000
13 | D.KI. JAKARTA Orang/ Kali 170.000
14 | JAWA TENGAH Orang/ kali 50.000
15 | 1. YOGYAKARTA Orang/ kali 141.000
16 | JAWA TIMUR Orang/ kali 148.000
1T |[BALI Orang,rKaIw 160,000
18 | NUSA TENGGARA BARAT Orang Kali 218.000
19 | NUSA TENGGARA TIMUR Orang/Kah 81.000
20 | KALIMANTAN BARAT Orang/Kal 145.000
21 | KALIMANTAN TENGAH Orang/ Kali 04 000
22 | KALIMANTAN SELATAN Orang, Kali 14 1.000
23 | KALIMANTAN TIMUR Orang/Kali | 401,000
24 KALIMANTAN UTARA Oreng/ Kali 353.000
25 | SULAWESI UTARA Orang/ Kali 310,000
26 | GORONTALCO Orang/ kali 134,000
27 | SULAWESI BARAT Orang/ kali 217,000
28 | SULAWESI TENGAH Orang/ Kali 151.000
29 | SULAWESI TENGGARA Orang/ Kali 332.000
30 | MALUKU Orang/Kali 340,000
31 | MALUKU UTARA COrang/Kali 403,000
32 | PAPUA Orang/Kali 354,000
33 | PAPUA BARAT Orang/Kali 130,000 %



V.C. BIAYA TRANSPOR KENDARAAN UMUM DALAM KABUPATEN

(dalam rupiakh)
BIAYA
NO KECAMATAN SATUAN TRANSFOR
(PP
(1) 2) 13) (4]
1 BURAU Ok 60.000
2 WOoTU OK 50.000
3 TOMONI oK 20,000
& TOMON] TIMUR Ok 50.000
5 MANGHKUTANA OK 60.000 |
[ KALAENA OK T0.000 |
7 ANGRONA OK 40000
o Ui pl B | or
9 WASUPONDA Ok 50,000
10 | TOWUTL OK 60,000
11 NUHA OR 60000 1
12 | TRANSPOR AIR OK 1,000,000

STEMPEL PARAF KOORDINASI

GIMAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAR

DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIFER!HSA FARAF
e ———— . SR a0 s : h
DI oo
AgisTl ]
HAE !5 -i- I TR S . __..wi-—--l--l-—lu.-'-l]
KABID | 4 |
KASUBAG | KASI B,

BUPATI LUWU TIMUR,

Gy

ANDI HATTA M.
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LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

BIAYA SEWA KENDARAAN DALAM KOTA DI LUAR WILAYAH
KABUPATEN LUWU TIMUR DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI (biaya riil)

[dalam rupiah|
IR < saTuAN | mopas | FODA6/BUS | RODA 6/8US
i SEDANG BESAF
(1) 2] 3 B &l
1 |ACEH Per Mari 2 050000 3 670 000
2 |SUMATERA UTARA " Par Hari T 1.950000|  2.920.000
e e o mss B T
& |KEPULAUAN RIAU s Hual 20000  2.160.000 'i' 560 000
5 [JAMBI Per Hari 702.000 1.950.000] 3.020.000
6 |SUMATERA BARAT Per Hari 691.000|  1.820.000 2 920 000
" |SUMATERA SELATAN | PerHan | 691.000| 1950000 3 676 000
s |LampUNG Por Hari | 691000 1840000 2 920 000
9 |BENGKULU Par Hari 702 000 1 950000] 3020000
10 |BANGKA BELITUNG Per Hari 766.000 2.050.000 3.130.000
11 |BANTEN " | Per Hask 651000  1.840.000 2.920.000
12 |JAWA BARAT Per Hari 702.000 2.050.000 3.020.000
13 |DK1 JAKARTA Per Hari 702.000 1 950.000 3.020.000
14 |JAWA TENGAH Per Hari 691.000 1 840.000| 2920 000
15 |D1. YOGYAKARTA Per Hari | 702 000  1.950.000 2 920 000
16 |JAWA TIMUR | PerHari |  es1000| 1840000] 2920000
17 [BALI - Per Hazi 788.000 2 270.000 3.020 000
18 |NUSA TENGGARA BARAT | Per Han 788 000 2270000 30
19 |NUSA TENGGARA TIMUR | Per Hari 799.000 2.380.000 5
20 |KALIMANTAN BAPAT PerHari | 777000 2 050.000| 3350 000
21 |KALIMANTAN TENGAH | PerHan | 820000] 2590000 3.670.000
22 |KALIMANTAN SELATAN Per Hari 702.000| 1950000  3.130.000
23 |KALIMANTAN TIMUR Per Hari 809 000 2 160.000|  3.560.000
24 |KALIMANTAN UTARA Par Harl 809.000 2.160.000] 3.560.000
25 |SULAWESI UTARA Par Hari 799.000(  2.050.000 3.460 000
26 |GORONTALO Per Hari 734.000]  1.950.000|  3.020.000
27 |SULAWESI BARAT Per Hari |  702.000 1950.000| 3020000
28 |SULAWESI SELATAN Per Hari 591.000 2 2?0.055  3.020 000
29 [SULAWESI TENGAH Per Hari 766.000 1 950000 3 130000
30 |SULAWESI TENGGARA Per Hari 766 000|  2050000|  3.130.000
31 |MALUKU _ " Per Hari | 885000  2.700.000(  3.780.000
T e it e T
32 [PAPUA Per Hari 1025000| 3780000 4860000
34 Pmmm 971.000 3240 000 4210 000 %

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAM KEUANGAN
MMHE!AH MeR LUhvid i UR BUPHTI LUWU TIMUR,

TELAH Dirf A Tw

i mag F

EN - H": ; ANDI HATTA M.
KADIS - i 20
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™
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KASUBAG / KASI _
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LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR & TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI

TIDAK  TETAP D1 LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

UANG REPRESENTASI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON I

|dalam rupiah)
LUAR DAERAH
. | DALAM PROVINSI DALAM
NO KPR SATUAN DAN LUAR KABUPATEN
PROVINSI
(1) 12 (3) (4] ()
. EII;JE.;TL WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN oH 250.000 125.000 |
2 | ANGGOTA DPRD OH 200,000 100.000
3 | PEJABAT ESELON Il OH 150.000 75.000 1?
STEMPEL PARAF KOORDINASI .
OAN ASSET DAFRAH KAB. LUWU Tislus
TRLAu o remvcn [ PARR: |
i o ® : = ™ .I" L i
SEXKTA # oo !
-hnl-l-l-u::.-:.-..- o T —— 7—_—‘
BiST1.:
e 2 S ANDI HATTA M.
KADE =
o n
KABID " 1
KASUBAG | KASI e
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LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUEK
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUFATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN FPERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI
TIDAK TETAFP DI LINGKUNGAN  PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH SETIAP KECAMATAN

(dalam rupiah)

LUMPSUM /
NO URAIAN HARI
1 | Camat 70.000
Sekcam / Kepala
2 | Puskesmas / Kepala 50.000
| || Sekolah
3 | Kasi / Kasubag 45.000
Staf / Upah Jasa / Staf
P Puskesmas 40.000 gf
STEMPEL PARAF KOORDINASI

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN

BUPATI LUWU TIMUR,

DAN ASSET DAERAM KA. LUWY TIMUN
TELAM NM:DERiref !' e L.- 5

by il ﬁl—-\_
| ASIS Y . Vg“‘?“ ANDI HATTA M.
KAD'E :

KARID N

KASUBAG / KASI =
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LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOE 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

STANDAR BIAYA MINIMAL TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM
DAN LUAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
(dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil)

(dalam rupiah]

| BIAYA TIKET

sTgM? L PARAF KOORDINASI

L3 PENDAPAT AN, FENGELOLAAN NEUANGE..

m4% ASSET DAERAM KAB. LUWU TIMUR

TELAM NIPERIKSA PARAF
| T —— Y - L 5 L
sEKOA 1
ASIST il B _']/f
s ————————— = - - i t_
KABID .
KASUBAG | KASI § =

NO TUJUAN .
1 Jakarta dan Jawa Barat 1.500.000 |
2 Jogyakarta dan Jawa Tengah 1.25{11.00{]_.
3 Surabaya dan Bali 1.000.000
4 NTT dan NTB 1.500.000
2 Palu dan Kendari 750.000
6 Manado dan Gorontalo 1.300.000
T Ambon, Ternate dan wilayah Ambon lainnya 1.250.000
8 Jayapura dan wilayah Papua lainnya 2.500.000

B 9 Wilayah Kalimantan 850.000
10 | Medan dan wilayah Sumatera Utara lainnya 2.700.000
11 | Padang, Riau, Batam dan wilayah Sumatera Barat lainnya 2.700.000
12 | Palembang dan wilayah Sumatera Selatan lainnya 1.85{}.(}5{]—
13 | Daerah Istimewa Aceh 3.000.000
14 | Scrowako - Makassar 450.000 g;

BUPATI LUWU TIMUR,

s

ANDI HATTA M.
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LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI

TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
KOP SKPD
DAFTAR PENGELUARAN RIIL
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NIP
Jabatan
Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal ............ Nomor
,,,,,,,,,,,, , dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1. Biaya transpor Pelaksana SPPD di bawah ini yang tidak dapat
diperolehbukti-bukti pengeluarannya meliputi:
| NO URAIAN JUMLAH |
=
Jumlah I

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 benar-benar dikeluarkan untuk
pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari
terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan

kelebihan tersebut ke Kas Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/ Menyetujui:
Pengguna Anggaran/ Kuasa
Pengguna Anggaran

NIP.

dengan sebenarnya,

untuk

....... , tanggal bulan tahun
Pelaksana SPPD

NIP.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
BIMAS PENDAPATAN, PENGELOLALN XEUANGAN
DAN ASSET DAERAM ¥ £ LU TIMUR

TELAM P .Y T T rARSF |
SExoA b
ASIS /‘_
KADIS . i r:;
KABID iz
KASUBAG / KASI P o

BUPALl LUWU TIMUR,
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